BUPATI. BOMBAH A
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR (9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 112 TAHUN

2020 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS)
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

: bahwrfsl untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Presiden
Repul‘;lik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keduai Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2018 ‘}:entang Jaminan Kesehatan, maka perlu diadakan perubahan
dan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Bombana
tentar;g Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor
112 Téhun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan
Prograilm Gembifa Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten
Bomblana Tahun Anggaran 2021.

1. Ursldang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Ne‘gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
|

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nolmor 4286);

. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Reipublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

Le{rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

. Unidang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Ne}gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
!
Ndmor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nojmor 4355);

. Uﬂdang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pepgelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
NeLgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah

i
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Ulndang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nlomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
R:epublik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
K!ecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
N:omor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
P%alaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
D;esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N’omor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
agtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pe':raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nfomor 6321); v

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Irlldonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Rfepublik Indonesia Nomor 6322);

| 10.P|eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah
df:ngan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahuni\

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presidey
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Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
KFsehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130Q);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
P(Lmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Irfldonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
diengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
P<[erubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
T(Z:lhun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(P;erita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pf;:ngelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Télhun 2018 Nomor 611);

15.P<teraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011
teintang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
D:aerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011
Nomor 4};

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011
te!ntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Biombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011
N?mor 5);

17 .Pczeraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012
ténmng Keuangan Desa;

18.Pe1:raturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kgbupaten Bombana;

19.Pleraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah |

Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencan
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana

Tfahun 2017-2022;

20.Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blombana;

21.P£eraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima
Ulpah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima
l}pah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
[:)aerah Kabupaten Bombana;

22.Pieraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Qaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah
d‘engan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang
P!erubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018
t%entang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

23.Iieraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan

P;eraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang
l—é’engelolaan Keuangan Desa;

24.Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman
Igengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi
Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021
siebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
1'12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan
I!Delaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di

|
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN |
PR(})GRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 202 y |

!
|
E
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Pasal I
1. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketujuh
Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 15

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan.

(2) Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan|sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Iuran Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang

per bulan.

(4) ITuran Subsid|i Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung deng!gan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat
persen) dari piemberi kerja melalui APBDesa.

(5) Batas paling |tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan |besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebagaimana|dimaksud Ayat (4) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta
rupiah.

(6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan |besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebagaimana/dimaksud ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun
2021.

(7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (6) yaitu sebesar

2.552.014,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat belas rupiah).

2. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kedelapan

Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Pasal 16

(1) Kepala Des?, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Subsidi Asuransi

Ketenagakerjaan. a

(2) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaiména dimaksud pada ayat (1“

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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(3) Iuran Sub51d1 Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat

(2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari

Penghasilan Tetap per orang per bulan.

(4) Batas paling
| perhitungan
sebagaimana

rupiah).

tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
dimaksud ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta

(5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar

perhitungan
sebagaimana
2021.

ibesaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Idlmaksud ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun

(6) Upah Mlmmum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (6) yaitu sebesar

2.552.014,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat belas rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
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I ' | ada tanggal, 3 oekToeecr 2021
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